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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.13/MENLHK-II/2015

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106
Pasal 107 ayat (4) Pasal 110 ayat (3) Pasal 111 ayat (3)
Pasal 112 ayat (3) Pasal 113 ayat (3) Pasal 114 ayat (2)
dan Pasal 115 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 telah ditetapkan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-
II/2014 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil
Hutan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/Menhut-II/2014
tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan
dan Non Perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan
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Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.1/Menhut-II/2015, Izin Usaha Industri
Primer Hasil Hutan Kayu diatas 6.000 M3/tahun dan
izin perluasannya termasuk salah satu perizinan
dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang
didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing,
menciptakan lapangan kerja di pedesaan, perbaikan
tata kelola kehutanan dan untuk mengurangi ekonomi
biaya tinggi sebagaimana hasil kajian Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), perlu mengatur kembali
Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud
huruf a;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang
perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan tentang Izin Usaha Industri
Primer Hasil Hutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
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Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48140);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5285);

8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha
yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);

11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan
Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-
II/2014 tentang Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Kegiatan Kehutanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 508);

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-
II/2014 tentang Sertifikasi Penilaian Kinerja
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Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Hutan Hak
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.95/Menhut-II/2014 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1992);

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian
Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di
bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam
Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.1/Menhut-II/2015 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1993);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER
HASIL HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK
adalah pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih
menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.

2. Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat
IPHHBK adalah pengolahan hasil hutan berupa bukan kayu menjadi
setengah jadi atau barang jadi.

3. Industri Pengolahan Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat IPKR
adalah industri yang mengolah kayu tanaman rakyat/hutan hak yang
dimiliki orang perorangan atau koperasi atau BUMDes.

4. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah orang
perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

5. Kayu Bulat dan/atau Kayu Bahan Baku Serpih terdiri dari kayu bulat
(besar, sedang, kecil) dan kayu bahan baku serpih serta limbah kayu.

6. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya
disingkat IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan/atau
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kayu bahan baku serpih menjadi satu atau beberapa jenis produk
pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin
oleh pejabat yang berwenang.

7. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya
disingkat IUIPHHBK adalah izin untuk mengolah hasil hutan bukan
kayu menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi
tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang
berwenang.

8. Perluasan Industri Primer Hasil Hutan yang selanjutnya disebut
perluasan adalah penambahan kapasitas produksi dan/atau
penambahan jenis industri.

9. Perubahan Komposisi adalah penambahan atau pengurangan ragam
produk industri tanpa menambah jenis industri dan/atau kebutuhan
bahan baku dan/atau total kapasitas produksi.

10. Perubahan Penggunaan Mesin Produksi Utama adalah penggantian
dan/atau penambahan mesin dan/atau pengurangan mesin dengan
tujuan untuk efisien, peremajaan, diversifikasi bahan baku, serta
untuk pengolahan limbah/sisa produksi, tanpa menambah
kebutuhan bahan baku dan kapasitas produksi.

11. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah izin
untuk mengolah hasil hutan menjadi satu atau beberapa jenis produk
pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin
oleh pejabat yang berwenang bagi industri skala kecil dengan nilai
investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha.

12. Kapasitas Produksi adalah jumlah atau kemampuan produksi
maksimum setiap tahun yang diizinkan berdasarkan izin dari pejabat
yang berwenang.

13. Mesin produksi utama adalah mesin-mesin produksi pada jenis
industri tertentu yang berpengaruh langsung terhadap kapasitas
produksi.

14. Tapak adalah lahan tempat industri primer hasil hutan beserta sarana
pendukungnya yang memiliki batas-batas yang jelas.

15. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di
bidang usaha industri primer hasil hutan yang dapat berbentuk
perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Swasta Indonesia, Badan
Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan
Usaha Milik Desa.
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